
SALINAN

BUPATI TANAH I.,AUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 90 TAHUN 2O2I

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menirnbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan
Asli Daerah dan efektivitas pelaksanaan

Mengingat

penyelenggara€rr:, perrungutan Pqiak Daerah,
dipandang perlu unttrk meraJru.sun Standar
Operasional Prosedr.rr Pelayanan Pajak Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana di
rnaksud pa.da trr.rr.f a. perh"r membentrrk Peraturan
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Pqiak Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27561dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahur:
1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Repbulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perp4jakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneisa Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun t997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun t997 Nomor 42, Tarrtbahran Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor L9 Tahun
1997 tentang psnegihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor
L29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2S6l;
Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO+ tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AOg tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6573);

7. Undang-Undang 12 Tahun 20LL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2OI9 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOZA
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneisa Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tatnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 560 U seba.gaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 65731;
Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tarrtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 2021 tentang P4jak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2t Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6622);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2ALL tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut
{Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 20lt
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 2l sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2OLL tentang Pqiak
Daerah Kabupaten Tanah Laut {Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2OL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PAJAK
DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pa.sal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
L. Daera.h adalah Kabupaterr Tanah Latr.t.
2. Pemerintal- Daerah adalah Bupati sebagai lrrrsr"lr

penyelengga.ra Pemerintahan Daerah yang rnernirnpin
pelaksanaan urus€rn pemerintahan yarrg menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Bupati adalatr Bupati Tanal. Lanrt.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalatr kontribrrsi

wqiib kepada Daera.L yarag terutang oleh ora.ng pribadi atam
badan yaflg bersifat memaksa berda.sarkan Undang-Undang

10.

11.
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dengan tidak mendapatkan irnbalan secara langsung dan
digunakan rrntuk keperluan Daerah bag sebesar-besarnya
kernakrnuran ralgrat.

5. Badan adalal- sekumpulan orang dan/atau rnodal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha flranpun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Kornanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atant Badan Usaha. Milik Daeratl (BUMD) dengan
narna dan dalarn bentuk apa pun.

6. Subjek Pqiak adalah orang pribadi da;.r/ atarr Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

7. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi
atanr Badan, meliputi pernbayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perp4iakan sesuai dengan keterrtuan peratrrran perundang-
undangan perpajakan daeratr.

B. Masa Pdak adalah jangka waktr: 1 (satr"r) brrlan kalender atanr
jangka- waktu lain yang diatur denga.n Peraturan Bupatipaling
larna 3 (tiga) bulan kalender, yang rnenjadi dasar bag \Vajib
Pajak untuk mengtritung, menyetor, da:r mela.porkan pajak yalag
terrrtang.

9, Tatrtrn Pqiak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecr-rali bila Wajib PAiak rrerrggurrakan tatrua bllku
yang tidak sarna dengan tahun kalender.

lO.Pqiak yang terutang adalah pajak yarag harus dibayar padasuatu
saat, dalarn Masa Pqiak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian
Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
perpeiakan daerah.

11. Pemungutan adalah suatu ranglaian kegiatan rntrlai dari
pengtrirnputralr. data objek dan strbjek pajak atam retribrrsi,
penentuan besarnya pajak atanr retribusi yang terutang
sarnpai kegiatan penagihan pajak atanr retribrrsi kepada Wqiib
Padak atam Wdib Retribusi serta pengawas€m. penyetorannya.

l-2. Srrrat Pernberitahuan Pdak Daerah yarag selanjrrtrrya disebtrt
SPTPD adalah surat yarag oletr Wajib Pajak digunakan untrrk
rnelaporkan pengtritr-rngan dan/atam pernbayaran pqiak, objek
pdak dan/atau bukan objek pajak, dan/atam trarta dan
kewajiban sesuai dengan keterrtrran peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

13. Surat Setoran Pajak Daera} yang selanjutnya disebut SSPD,
adalah bukti pembayaran a.taur penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengar. rnenggunakan formulir atanr telal. dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah rnelalui ternpat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Pajak Daeratr yar:rg selanjutnya disebr.rt SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang rrrenentukan besarnya
jurnlah pokok pajak ya,ng terr.rtang.

1-5. Surat Ketetapan P{rk Daerah Krrrang Bayar yang selanjutnya
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disebut SKPDKB adala}. sr-r"rat ketetapanr pajak yang
menentrrkan besarnya jurnlah pokok pajak, jumlall kred.it
pajak, jurnlatr kekuranga-rr pem.bayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih trarus
dibayar.

16. Sr-rrat Ketetapan Pa.jak Daerah Krrrang Bayar Tarnbatran yang
selanjrrtnya disebut SKPDKBT adalah sura-t ketetapan pqiak
yang rrrenentukan tarnbahan ata-s jumlah pajak yalag tela-h
ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ya$.g selanjutnya disebut
SKPDN adalah srlrat ketetapan pdak yarag menentrrkan jumlah
pokok pqiak sarna besarnya dengan jurnlah kredit pa-jak atam
pajak tidak temtang dan tidak ada- kredit pajak.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjrrtnya
disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pqiak yangrnenentukan
jurnlah kelebihan pembayaralr. pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atam setramsnya
tidak terutang.

19. Surat Tagihan PAiak Da"erah yang selanjrrtnya disebut STPD
a.dalah surat untuk rnelakukan taglhara pdak dan/atau sanksi
adrninistratif berupa denda dan/atam denda.

2O. Pembukuan adala}. suatu proses pencatatan yatag dilakukan
secara teratur untuk mengurnpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyeratran barang
atanr jasa, yarag ditutup dengan m.enJrLr.surL lapora.n kerrangan
berupa rr.eraca dan laporar. laba rugi trntrrk periode Tahun Pajak
tersebut.

21-.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPU/PD adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakan daerah.

22- Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan
penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang
bersangkutan.

23- Official Assessmerrt adalah sistem pemungutan p{ak yang
membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang
pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

BAB II
RUANG LINGKUP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Rrrang Lingkup Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak
Daerah rneliputi:
a. pendaftaran dan pendataan;
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b. perretapan; dan
c. penyetoran;

Pasal 3

Dalarn Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 tidak termasrrk Sistern d.an

Prosedur Pengelolaan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Peroletran Hak atas Tanah dan Bangunan-

Pa.sal 4

Isi dan graian Standar Operasional Prosedrrr Pelayanan Pajak
Daerah sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 sebagairnana
tercanturn dalarn Larnpiran ya-lag rnerupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perattrran Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peratrrran Bupati ini rnulai berlakrr pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oraag mengetatminya., rnemerintahkan PengundaJaga-n
Peratrrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Lamt.

SAIJNAN SESUAI DEile"AN ASLINYA
ffiP,qIA BAGIA}.I HUXUII
gEKBETABLTT DAERAII

n$lL\x{ I

*nnurlsn.xnffi
Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 September 2O2L

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 September 2O2l

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAUT TAHUN 2O2I NOMOR 90
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :90TAHUN2A2L
TANGGAL: 27 September 2O2L

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PAJAK DAERAH

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

sesua"i dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2oL4
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubatran Kedtra Atas Undang-Undamg Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pernerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara"
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
mernberikan kewenangan, yarag seluas-lrrasrrya, disertai derrgan
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otorromi
daerah dalam kesatrran sistern penyelenggaraara pemerintahan
Negara. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah
termasuk kewenangan dalam pengelolaan ketrangan daerah baik
pendapatan rnatrpun pengeluaralr.raya.

Berdasarkan pasal 99 undang-Undang Nomor 28 Tahun
2AOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tata
cara penerbitan, pengisian dan penyafirpaian sKpD atam
dokurnen lain ya.ng dipersamakan, sprpD, sKpDKB, dan
SKPDKBT diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sesuai ketentrran bahwa ruan:rg lingkup keuangan daeratr
rneliputi:
t. Hak daerah untrrk memungrrt pqiak daerah dan retribusi

daeralr. sertamelakukan pinjaman;
2. Kewqiiban daerah untuk menyelenggarakan llrusarr

pernerinta]r daeratrdan membayar tagrhan pihak ketiga;
3. Penerirreaan daerah;
4, Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atam oleh pihak lain

berupa u.arrg, surat berharga, pitrtang, barang, serta hak-hak
lain yang dapat dinilai dengan rrallg, terrna.suk kekayaan
ya.ng dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintatr daerah
dalarn rangka penyelenggaraan tugas perrrerinta.tr daerah
dan/atam kepentingarr umurn.

Memperhatikan ketentuan dasar tersebrrt serta pentingnya
pedoman pengadministrasian pendapatan maka dipandang
perlu untuk men3rusun Standar Opera-sional Prosedur Pelayanan
Pajak Daera}- yang merupakan bagian dari sistern dan
Prosed,ur Pengelolaan Keuangan Daeratr, yang diperlukan
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urrtuk rnendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang
akuntabel terutama dibidang pendapa.tan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Pen5rusrrn€ul Standar Operasional Prosedrrr Pelayanan

Penerimaan Pdak Daerah dimaksudkan untuk mendukung
terselenggaranya tertib administrasi pelayanan pendapatan
daerah di lingkung€Ln Pemerintah Ka.bupaten Tanah Lanrt.

Adapr.rn tujr.rannya adalah seba-gai pedoman dan petunjuk
bagr seluruh Wqiib pqiak untuk rnemrrdahkan menyetorkan
pajak, dengan dernikian terdapa.t kernuda}.an pelayanan bagt
wajib pajak dalam kepatutran membayar pajak daeratr dan
terciptanya pelayanan yang cepat dan prima.

C. SISTEMATIKA PEI\TYUSUNAN
Urutan penyajian perr)rusrrrlan Standar Operasional

Prosedrrr Pelayanan Pajak Daerah ini yaitu:
L. Pendaftarafi. da:r penda.ta-an;
2. Penetapan;
3. Penyetoran;

Untuk memudahkan pemaharnan, setiap sistem dan
prosedur dari sua.fir kegiatan/sub kegiatan disajikan dalarn
sistematika sebagai berikut:
L. Pengertian

Berisi perliela.san tenta.ng Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Pqiak Daerah yang ditrraikan.

2. Pihak-pihak yang Terkait
Berisi semua pihak-pihak yang terlibat dalam sistem dan
prosedur dari suatr-r. kegiatan. Uraian ini dimaksudkan untuk
rnenghindari turnpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

3. Formulir yang Digunakan
Berisi forrnulir yarag digunakan dalam sistem dan prosedur
suatrr kegiatan yang diuraikan.

4. Prosedur
Merupakan rrraian langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan
dalam suatu kegiatan, serta tnrdendarrrrya derrgan kegiatan
yanrg lain, untrrk rnenghasilkan data atam informasi yang
akan menjadi masrrkan bagl pelaksanaan kegiatan yang
lainnya..

5. Bagan Alur
Ba.gan ahrr menjelaskan alur dokumen maupun alrrr
pekerjaan yang dilaksanakan dari anral sarnpai beraktrinaya
sr-latu kegiatan. Selain itu, juga meqjelaskan jenis pekerjaan,
jenis dokurnen yang digunakan, serta alur pendistribusian
dokurnen dari satu pihak/baglan kepada pihak/bagran lain
yang terkait dalarn suatrr proses pelaksanaan sistern dan
prosedur.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANANPAJAK DAERAH

Pajak Daerah yanrg selanjutnya disebut Pajak, adarah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi
atam Badan yang bersifat rnemaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagr sebesar-besarnya
kemakmrlra.n ralqrat.

wajib Pajak adalah orang priba.di atanr Badan, meliputi
pernbayar pajak, pernotong pajak, dan pernungut pajak, yang
rnernpunyai hak dan kewajiban perpajakan sesrrai dengan
ketentr.ran Peraturan Perunda::g-undangan perpaj akan daerah.

standar operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Tanah Laut mengatur tata cara rrrr.rtan pelaksanaan
pekerjaan adrninistra"si perpajakan, dalarn suatu proses yang
berkesinarndendan dalam suatrr firngsi, rrntuk mengtrasilkan
rnasukan bag pelaksanaan kegiata-n pada ftrngsi lain.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daera.tr pada
Ka-bupaten Tanah Lamt terdiri dari 9 (Sernbilan) kegiatan rrtama
yang masing-rnasing akan dijelaksan berikut ini:

A. PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Kegiatan Pendaftaran dilakukan untuk mendaftarkan Wajib

Pajak (WP) barrr dengan c€rra penetapan oleh Bupati sebagai Kepala
Daerah dut/ atanr pejaba.t Badan Pendapatan yang ditunjuk
(Official Assessmerrt) atau Self Assessment (dibayar sendiri oleh
WP). Sedangkan kegiatan Pendataan dilakukan r-l.rrtuk WP baru
rnauparn untuk WP larna yang sudah rnemiliki Nornor Pokok Wajib
Pdak Daerah (NPWPD) dengan rnenggurrakan satah satu rnetode
ters ebu. t (Offi ci aI Ass ess rnertt atanr SeIf Ass e s s merrt ) .

Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran terdiri dari beberapa
sub kegiatan dengan penjelasan dibawal. ini:
1. Kegiatan pendaftaran dengan ca.ra penetapan oleh Bupati dan/

atanr pejabat Badan Peredapatan yang ditunjuk (afficiat
Assessm ent) atav dibayar sendiri ( Sef Ass essrnerttl
a,. Pengertian

Sistern dan prosedur ini rnenjelaskan proses pendaftararf.
wajib pqiak dengan cara penetapan oleh Bupati dan/ atau
pejabat Badan Pendapatan yang dituduk (Official
Assessm ent ) ata:u dibayar sendiri ( SeIl Ass es srnerrt).

b. Pihak-pihak yang terkait.
Pihak-pihak yang terkait dalam sistern dan prosedur
pendaftaran WP baru adala.L:
1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftarala dan Keberatan; dan
2l wqiib pajak.

c. Prosedur
1) Sub Bidang pendataan, pendaftaran dan Keberatan

rnenyiapkan forrnulir pendaftaran;
2l Menyeral.kan forrnr-rlir pendaftaran kepada urp setela.h
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ro

dicatat dalarn daftar forrnulir pendaftara.n dan dibuatkan
tandaterimanya.;

3) Setela,h formulir pendaftaran diterima wp dan tanda"
terirna. telatr ditandatangani oleh wp atau yang diberi
kuasa, Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan
Keberatan mengarsipkan tanda terimanya;

4l WP atam yang diberi ktrasa mengisi formrrlir pendaftaran
dan rnelengkapi larnpiran yang diperlukan dan
menyerahkan kembali ke Badan Pendapatan;

5) Berdasarkan formrrlir pendaftaran dari WP, Sub Bidang
Pendataan, PendaflLaran dan Keberatan merneriksa
kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:
a) Apabila pengisiannya benar dan la:rrpirannya lengkap,

dala:rr Daftar Formulir Pendaftarafl diberi tanda dan
tanggal penerirnaan dan selanjutnya dicatat dalarn
Daftar Induk WP, Daftar WP per Golongan, serta
dibuatkan NPWPD; dan

bl Apabila belurn lengkap Forrnulir Pendaftaran dan
larnpirannya dikernbalikan kepada WP untuk
dilengkapi dan diserahkan kembali ke Badan
Pendapatan;

6) Setelah su.rat keterangan NPWPD dibuat rangkap dua,
Asli diseralrkan kepada wajib pajak dan tembr.rsannya
sebagai arsip.

Formulir yang digunakan dalam pelaksa.naan ini antara lain:
1) Formulir Pendaftarara;
2l Surat Keterangan NPWPD;
3) Tanda Terima;
4l Daftar Forrrmlir Pendaftara.n;
5) Daftar Induk WP; dan
6) Daftar WP Per Golonga.n.



arrb $etrsi Peredata*n, Peadaftaraa
dan l(enreratatr
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e. Bagarr Alur

2. Kegiatan perrdataarr unftrk wajib pajak baru dengan cara
penetapan oleh Bupati daurt/ atam pejabat Ba.dan pendapatan
yang ditunjuk (Official Assessmerrt)
a. Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses pendataan wqiib
padak baru secara penetapan oleh Bupati daurr/ atam pejabat
Badan Pendapatan yang ditunjuk atam secara officiat
Assessmerzf.

b. Pihak-pihak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalarn sistem dan prosedur
pendataan WPbaru adalah:
1) Sub Bidang Pendataan, PendafLaran dan Keberatan da.n
2) wajib Pajak.

c. Prosedur
1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran

menyiapkan Formulir Pendataan ;

dan Keberatan



d.
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2l Menyarnpaikan Formulir Pendataan kepada Wp setelah dicatat
dalam Daftar wajib pajak baru dan dibuatkan tanda
terimanya;

3) Setelah Formrrlir Pendataan diterima Wp dan tanda terima
telah ditandatangani oleh wp atam ya'g diberi kuasa, sub
Bidang Pendataa:r, pendaftaran dan Keberatan mengarsipkan
tanda terimanya;

4l WP atanr yang diberi kua"sa mengisi forrnulir pendataan 6an
rnelengkapi larnpiran yarrg diperhrkan dan rnenyera.hkan
kembali ke Badan pendapatan;

5) Berdasarkan formulir pendataan dari wp, sub Bidang
Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan menerima dan
rnerneriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:
a) Apabila pengisiannya terah benar dan lampirannya

lengkap, dalarn Daftar Formulir Pendataan diberi tanda
dan tanggal penerimaa.rr., serta wp diberikan NpwpD; dan

b) Apabila belum lengkap Formulir pend.ataan dan
larnpirannya dikernbarikan kepada wp untuk dilengkapi
da:r diseratrkan kernbari ke Badan pendapatan.

6) Mencatat data pqiak daerarr dalarn Kartu Data yang
selanjutnya dilakukan proses penetapan.

7l setelah Kartu NpwpD dibuat rangkap dua, Asli diserahkan
kepada wajib pajak dan temb,sannya sebagai arsip

Formulir yarag Digunakan
1) Forrnulir pendataarq
2l Surat Keterangan NPWpD;
3) Kartu data; dan
4l Tanda. terirna.
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e. Bagan Alur

Srrh Seksi Femdataan,
Psrddtarmr d,m Kebsata*

e
I
I
a

I
I

3. Kegiatan Pendataan wP Yang sudah Menriliki NPWPD Derrgan
cara Penetapan Bupati dxr/ atam pejabat Badan Pendapatan
yang ditunjuk (Official Assessment)
a. Pengertian

Sistem dan prosedur ini rnenjelaskan proses pendataan wajib
pqiak yang sudatr memiliki NPWPD seca.ra penetapan oletr
Bupati dart/ atam pejabat Badan Pendapatarr yang ditur{uk
atanr secara. Affi.cial Assessment,

b. Pihak-pihak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalarn sistem dan prosedurr
pendaftaran WP Larn:a adalah:
1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftarara dan Keberatan; dan
2l wqiib Pajak.

c. Prosed.ur
U berda.sarkan Daftar \VP, Sub Etidang Pendata.an,

Pendaftaran dan Keberatan menyiapkan Formulir
Pendataan;

2l menyeral.kan Formulir Perrdataan kepada WP, setela.tr

Ile**r Jk
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dicatatdalarn Daftar penerimaan data dan dibuatkan tanda
terimanya;

3) setelah Formulir Pendataan diterima WP dan tanda terima
telahditandatangani oleh WP atam yang diberi kuasa,
Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan
mengarsipkan tanda terimanya;

4l WP atanr yang diberi kuasa rnengisi forrnulir pendataan dan
rnelengkapi larnpiran yang diperlrrkan dan rnenyerahkan
kembali ke Dinas Pendapatan;

5) berdasarkan data dari WP, Sub Bidang Pendataan,
Pendaftararl dan Keberatan rnenerirna darr merneriksa-
kebenaran dan kelengkaparr" per:gisiannya:
a) apabila pengisiannya benar dan larnpirannya lengkap,

dalarn daftar forrnulir pendataan diberi tanda dan
tanggal penerirnaan; dan

bl apabila belum lengkap, formrrlir perrdataan
dikembalikan kepada wp untrrk dilengkapi dan
diserahkan kernbali ke Badan Pendapatan.

6) rnencatat data pajak daerah dalam Kartu Data untr.rk
selanjutnya digunakan sebagai sum-ber data untuk
proses perhitungan dan penetapan.

d. Formulir Yang Digunakan:
U forrnulir pendataan;
2l kartu data;
3) tanda terima; dan
4'l daftar WP.
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e. Bagan Alur;

\\,IA.TIB PAJAKSrrb Seksi Fendata.&&,
Ferrdaftarm dm Keberatan



4. Kegiatan Pendataan
Cara Dibayar Sendiri
a. Pengertian

Sistem dan
pajak yang

16

WP Yang Sudah Memiliki NpWpD Dengan
(SeI/Assessmerrt)

prosedur ini menjelaskan
sudah rnerniliki NpWpD

proses pendataan wajib
, dengan cara dibayar

sendiri atam secara SeIlAss essmertt.
b. Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yaneg terkait dalam sistem
pendaftaranWp Larna adalah:

dan prosedur

u sub Bidang pendataan, pendaftaran d.an Keberatan, d.a:r2l wdib Pajak.
c. Prosedur

u sub Bidang pendata.an, pendaftaran dan Keberatan
mempersiapkan Formulir SpTpD;

2l Melryeratrkan Forrnulir SPTPD kepa.da Wp, setelatr dieatat
dalamDaftar sprpD dan dib,atkan tanda terimanya;

3) setelah Form,lir sprpD diterima wp dan tanda terima
telah ditandatangani oletr wp atau yang diberi kuasa, subBidang Pendataan, pendaftara* dan Keberatan
mengarsipkan tanda terirnanya;

4l wP atau yang diberi kuasa mengisi formulir sprpD danmelengkapi lampiran yarag diperlukan termasuk
Rekapitulasi omzet penerimaans., dan menyerahkan kerrrbali
ke Badan pendapatan;

5) Berdasarkan sprpD dari wp, s*b Bidang pendataan,
Pendaftaran dan Keberatan memeriksa kebenara.n dan
kelengkapan pengisiannya:
a) apa"bila pengisia,nya benar dan rampirannya rengkap,

dararn Daftar Formulir pendataan diberi ta'da dan
tanggal penerirnaa:r; dan

bl apabila belum lengkap, Formulir sprpD dikembari
kan kepa.da Wp untuk melengkapi.

6) Mencatat data p4iak daerah dalam Ikrtu Data dan ke
dala:rr Daftar SpTpD Wp SellAssessmerzf,.

d. Formulir yatag Digunakan:
1) Formulir SpTpD;
2) Kartu Data;
3) Tanda Terima; dan
4) Daftar SPTPD.



$ub Seksi Pecd.ata.a:r, pemd.aftaran
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e. Bagan Alur;

B. PENETAPAN
Kegiatan penetapan j,rnratr pqiak ya*g rra*rs dibayarolele wP dapat rneral*i cara penetapan oletr Bupati serakrrKepala Daerah dan/ atam pejabat Badan pendapatan ya'gdituqiuk (offtcial Assessm ent) atant sefAss essrrterrt.
Kegiatan i*i terdiri dari beberapa s,b kegiatan dengan

uraian dibawah ini.
L. Kegiatan Penetapan Dengan

atam pejabat Badan
(OfficialAssessmentf
a. Pengertian

Cara Penetapan Bupati dan/
Pendapatan yang ditunjuk

standar operasional prosedu.r pelayanan penerimaan pajak
Daeratr ini menjeraskan proses penetapan jumlah pejer.
ya.g harus dibayar oleh wp dengan cara. penetapen olehBupati selaku Kepala Daeratr dan/ a.tan-r pejabat Badan
Perrdapa"tan yang ditunjuk (Officia.t Assessm erq.

I
I
I

I )r,.rt.rt I
I*r

| *r,rpr, 
I
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b. Pihak-pihak ya.ng Terkait
Pihak-pihak yang terkait datam pelaksanaan tentangstandar operasional prosed*r pelayanan paiiak Daerahini antara lain:
U wajib pqiak;
2l sub Bidang pendataa.n, pend.aftaran dan Keberatan;3) Sub Bidang pertritungan dan penetapan;
4l Sub Bidang penagihan; dan
5) Fungsi Akuntansi SKpD.

c. Prosedur
1) berdasarkan formulir data dasar dari

Pendataan, pendaftaran dan Keberatan,
Perhitungan dan penetapa.n membuat Nota
Pqiak Daeratr / Validasi pertritungan;

Sub Bidang
Sub Bidang
Pertritungan

2l berdasarkan Nota pertritun gar, / validasi pajak Daerah,sub Bidang perhit,ngan dan penetapan rnenerbitkan
SKPD ata, sKpDT jika terd.apat tambahan obyek pajak
yarag s€una seba.gai akibat ditemuka.ruaya data baru dan
mencatatnya ke dalarn Daftar SKPD/SKpDT;

3) SKPDISKPDT ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang dan Daftar sKpD/sKpDT ditandatangani
oleh Kepala Bidang pqiak Daerah dan disiapkan tanda.
terimanya. SKPD/SKPDT dibrrat rangt<ap S (lima),
dengan distribusi sebagai berikut:
a) asli untuk Wajib pqiak;
b) temb,san rnasing-masing r:.ntuk subbid penagrhan,

Fungsi Akrrtansi; dan
c) arsip.

4l sub Bidang perhitrrngan dan pereetapan
rnendistribusikan ternbusan sKpD/sKpDT kepada
pihak-pihak terkait. sedangkan Asli sKpD/sipnr
disampaikan kepa.da wqiib pqiak dan dibr.ratkan tanda
terimanya;

5) setelah Asli sKpD/sKpDT diterirna wajib paiiak dantanda terirna ditan:datanega,i, sub Bidang perhitungan:
dan Penetapan mengarsipkannya. Daftar penetapan
ditembuska:: kepada fungsi Akuntansi;

6) Apabila sKPD/sKpDT yang diterbitkan tidak atamkurang dibayar setelah le.wat waktu paring rama so (tigapuluh) hari sejak sKpD/sKpDT diterirna, dikenakan
sanksi administrasi bempa der:d.a sebesar 2 vo (dua
persen) tiap bulan dengan menerbitkan surat Tagihan
Pqiak Daerah (STPD).

Formulir yarag digunakan dalarn pelaksanaan sistern danprosedur ini antara lain:
1) Forrnr"rlir Data Dasar;
2l Nota Perhitungan paja.k Daerah;
3) SKPD/SKPDT;
4l Tanda Terima;



s)
6)
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Daftar SKPD/SKPDT; da:r
Surrat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

e. Bagan Alur

2. Kegiatan Penetapan Dengan Cara Dibayar Sendiri atam Setf
Assessmenf
a. Pengertian

sisterr dan prosedu.r i:ri menjelaskan proses penetapan
jurnlah pajak yang h.arus dibayar oleh WP dengan cara dibayar
sendiri ( SefAss essment).

b. Pihak-pihak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait daram pelaksanaan sistem da.n
prosedrrr ini antara lain:
1-. wqiib Pajak;
2. Sub Bidang Pertritrrngan dan penetapan;
3. Sub Bidang Penagitran;
21. F-ungsi Akrrntansi SICPD.

c- Prosedur
1) setelah wP membayar pdak terhutang berdasarkan

SPTPD,dicatat dalam Kartu Data;

Kr*sd" i
tll***{t*.t I
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2) berdasa.rkan SPTPD dan Hasil Pemeriksa-an atanr keterangan
lain, sub Bidang perhitungan dan penetapan membuat
Nota Pertritr.rngan Pqiak dengan cara menghitrrng jurnlah
pajak terhutang dan jumlah kredit pqiak yarag
diperhitungkan dalam Kartrr Data;

3) Berdasarkan pemeriksaan dan Nota perhitungan pajak
tersebut sub Bidang pertritungan dan penetapan
mernbuat surat ketetapannya. yaitu:
(aJ jika pqiak terhutang kurang atau tidak dibayar rrraka

diterbitkan surat Ketetapan p4iak Daerah Kr.rrang Bayar
(SKPDKB);

(b) jika tidak terdapat selisih antara pa.iak terhutang dan
kredit pqiak, rnaka diterbitkan surat Ketetapan p4iak
Daeral. Nihil (SKPDN); dan

(c) jika terdapat tambahan obyek pqiak yarag sarna sebagai
akibat ditemrrkannya data baru, maka diterbitkan:
(1) surat Ketetapan pqiak Daerah Kurang Bayar

Tarnbahan (SKPDKBT);
[2) iika terdapat kelebihan pembayaran pqiak terutang,

rnaka diterbitkan Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih
Bayar (SKPDLB); dan

[3) setela-h pernbuatan surat ketetapan selesai, dicatat
dalarn Daftar Surat Ketetapan (SKPDKB, SKPDN,
SKPDKBT, dan SKPDLB).

4) surat Ketetapa.n ditanda tanga:ri oleh peja.bat yang
bewenang, dan Daftar surat Ketetapan tersebu.t
ditandatangani oleh Kepara Bidang pajak Daerah. sura"t
Ketetapan (SKPDKB, sKpDN, SKPDKBT) dibuat rangkap S
(lima) dengan distribusi sebagai berikut:
(a) Asli untuk wajib pajak;
[b) Tembusafl masing-masing untuk subbid penagrhan,

Fungsi Akutansi.
[c) Arsip.

5) Sub Bidang Perhitungan dan Penetaparl mendistribusikare
ternbusan SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT kepada pihak-
pihak terkait. sedangkan Asli sKpDKB, sKpDN, dan
SKPDKBT disampaikan kepada wajib pajak dan dibuatkan
tanda terimanya;

6) setelah SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT Asli d,iterima
wajibpajak dan tanda terirna telah ditandata:rga:ri, sub
Bidang Perhitungan dan penetapan mengarsipkanraya;

TlPqjak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan srpD wa.jib
dilunasi dalarn janska waktrr paling larna 3o (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterbitkan; dan

8) Apabila SKPDKB, SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau
kurang dibayar setelah lewat waktrr paring larna 30 (tiga
puluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT diterbitkan, Wp
dikenakan sanksi administrasi berupa dend.a sebesar z/o
(dua perseratus) setiap bulan dengan rnenerbitkan STPD.



d.
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Formulir yang Digunakan
Formulir yang digunakan dararn pelaksanaana prosedr:.r ini
antara lain:
U Surat Teguran untuk mema.srrkan SpTpD;
2l Kartu Data;
3) Laporan Pemeriksaau.;
4l Nota Perhitungan pajak Daerah;
s) sKPD;
6) SKPDN;
7l SKPDKB;
8) SKPDKBT;
9) STPD;
10) SKPDLB; dan
11) Daftar Srrrat Ketetapan.

e. Bagan Alur

Kegiatan Penetapan Seca.ra Jabatan
a. Pengertian

sistem dan prosedur ini menjelaskan kegiata:: penetapan
pajak terutang secara jabatan. Hat ini dilakukan karena_
.,vqiib pajak tidak rnernenuhi kewajibannya untuk mengisi
SPTPD.

b. Pihak-pihak Yang Terkait



c.
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Pihak-pihak ya*g terkait dengan pelaksanaan tentang
standar operasional prosedur pelayanan paiak Daeratr ini
antara lain ya.itu:
1) Wajib Paiak;
2l Sub Bidang perhitrrngan dan penetapan;
3) Fungsi Akuntansi
Prosedur
1) berdasarkan kartrr data. dari trasil pemeriksaan dan

atanr keterangan lain karena sprpD tidak disa:npaikan
dan telah diberikan surat teguran untuk rremasukkan
SPTPD, sub Bidang perhitungan dan perretapan
membuat Nota Perhitungan pajak Daera_h;

2l ata.s dasar Nota perhitungan pajak Daeral-, sub Bidang
Perhitungan dan peneta.pa.n menerbitkan
SKPD/SKPDKB dan dicatat dalam Daftar surat
Ketetapan;

3) SKPD/SKPDKB ditandatangani oreh Kepala Bidang pqiak
Daeratr a.tas n€una Kepara Badan pendapatan. Daftar
surat Ketetapan ditandatangani oleh Kepara Bidang
Pqiak Daerah- surrat Ketetapan (sKpD dan sKpDKB)
dibuat rangkap s (lima) d.engan distribusi sebagai
berikut:
a) asli untuk wajib peiak;
b) tembusan masing-masing untuk subbid penagitran

dan Fungsi Akutansi;
cJ arsip.

4l sub Bidang perhitrrngan da.n penetapan
rnendistribusika.n ternbusan sKpD/sKpDKB kepada
pihak- pihak terkait. Sedangtcan Asli SKPD/SKPDKB
disampaikan kepada wajib padak dan dibuatkan tanda
terimanya;

5) setelah Asli sKpD/sKpDKB diterima wajib p4iak dan
tanda terirn-a telah ditandatangani, sub Bidang
Perhitungan dan Peneta"pan rrengarsipkannya;

6) iugrlah kekurangan pdak yang terutang daram sKpDKB
karena berda.sarkan krasil perneriksaan pdak terrtang
tidak atam lrurang dibayar dan jika sprpD tidak
disarnpaikan kepada Bupati daram 1s (lirna belas) hari
dan telah ditegur tertulis, dikenakan sanrksi adrninistrasi
berrrpa denda dihitrrng dari pau-ak yang kurang atam
terlambat dibayar untrrk jangka waktrr paring Larr.a 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat ter.tangnya
peiak;

7l iumlah kekurangan pajak yang ter-r,rtang datam sKpDKB
karena kewajiban mengisi sprpD tidak dipenuhi danpqiak yang te.rtang ditetapkan secara jabatan,
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan dari
pokok psJak ditarabah sanksi a.d,-.inistra.si berupa. denda
dihitung dari pqiak yang kurang atanr tbrlarnba.t
dibayar untuk jangka wakfu paling lama 24 (dua puluh
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empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;dan8) apabila sKpD/sKpDKB yang diterbitkan tidak a.tanr.kurang dibayar setelal. jatuh tempo yaitu pating lama 3o(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya padak,wajib pqiak dikenakan sanksi adrninistrasi u"rop. dendasebesar zyo (fin persen) sebulan d.engan merierbitkan
Surat Tagihan Pajak Daerah atan-r STPD.

d.Formulir dan Daftar/Fuku yang DigunakanForrnulir dan daftar/buku yarag digunakan darampelaksanaansistern dan prosedtrr ini antara lain:
U Surat Teguran untuk mernasrtkkan SpTpD;2l Kartu Data.;
3) Tanda Terirna;
4l Laporan pemeriksaan;
5) Nota Perhitungan pqiak Da.erah;
6) SKPD;
7l SKPDKB;
8) STPD;
9) Daftar Surat Ketetapan; dan
1o) Daftar srrrat Tegrrran r.rnttrk rne,,ras*kkan.

Bagan Alur;

$ub Bidarag Ferhitrrngan
daa Pelrrstapaa

Fse*nnfii*X
Tffxlng
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C. PEI\TYETORAN
Kegiatan penyetoran pajak oleh wp atau pihak yang d,iberi

kuasa melalrri BUD/Kas Daerah. Kegiatan tersebut diuraikan
berikut ini:
L. Kegiatan Penyetoran Melalui BUD/Kas Daerah

unttrk SeIlAss es s,ztertt
a. Pengertian

sistern dan prosedtrr ini rner{elaskam kegiatan
penyetoran kewqfiban perpajakan daerah oreh wajib pajak
langsung ke rekening BUD/Kas Daeral- pada Bank.

b. Pihak-pihak Yang Terkait
Pihak-pihak ya:lg terkait datarn pelaksanaan sistern d.an
prosedur ini adalah:
U Wajib Pajak;
2l Bendahara lJmum Daerah/Kas Daerah;
3) Bendahara. Penerima/BKp;
4l Sub Bidang Perhitrrngan da_n penetapan

c. Prosedur
1) Kas Daerah/Bank /Bendahara Perrerirnaan, menerima

setoran uang pajak daerah dari wp dengan rnedia
penyetoran surat setoran p4iak Daerah (sspD) dan
Bulfti Setoran Bank/Slip Setoran.

2) ssPD dibuat rangfuap s (lirna) dengan distribusi
sebagaiberikut:
1. asli untuk wajib pajak;
2. ternbusan masing-masing unttrk Bendahara

Penerirnaan/ BKP;
3. Sub Bidang Perhitrrngan dan penetapan; dan
4. arsip.

3) Selanjutnya setelah sspD dan bukti setoran
bank/slip setoran divalidasi dan dicap oleh Pejabat Kas
Daerah/pihak bank, BUD/Kas Daerah menyerahkan
asli dari SSPD dan Bukti Setoran Bank/Slip Setoran
kepada wajib pajak. sedangkan ternb,san
disarnpaikan kepada pihak yang terkait, khusus untuk
Bendatrara. Penerirnaan/BKP dilarnpiri Bukti Setoran
Bank/Slip Setorar..

4) Berdasarkan rnedia penyetoram (sspD) d.an Bukti
Setoran Bank/ Slip Setoran yang telah divalidasi dan
dicap oleh BUD/Ka.s Daeralr, Bend.ahara
PenerimaanlBKP mencatat setoranr. tersebut dalarn
Register srs/ssPPD, dan Buku penerima.an dan
Penyetoratf.. Buku Penerirnaan dan Penyetoran dibuat
rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut:
a) asli sebagai arsip; dan
b) ternbrrsan rnasirrg-masing untuk ftrngsi Akuntansi;

dan
c) Sub Bidang Pertritungan dan penetapan;
d) Arsip-

5) Penerimaan/BKP secara periodik (butanan) rnembuat
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Laporan Pertanggungiawaban (LpJ) Adrninistratif
kepa"da Kepala Bapenda dan LpJ Fungsional yang
ditanda tangani oleh Kepara Bapenda. LpJ Fungsional
dibuat rangkap 3 (tiga) denga.n distribusi kepada:
a) PPKD;
bl Fungsi akuntansi;
c) Bidang Pembukrran Penerimaan dan pelaporan;
d) Sub Bidang Perhitrlngan dan penetapan; dan
e) Arsip.

d. Forrnulir yarag Digunakara
Forrnulir yang digunakan daram pelaksanaan standar
operasional Prosedrrr Pelayanan perrerirnaan pqiak
Daerah ini antara lain:
1) BKU;
2l sTS;
3) Register STS;
4l Register TBP;
5) LPJ Administratif;
6) LPJ Ftrngsional; dan
7l Rekapitulasi Penerirnaan trarian.

e. Bagan Alur:

2. Kegiatan Penyetoran Melarui BUD/Kas Daerah untuk afficiat
Assessmerrl

ilqx:tr*q r''
l]rr***;ria* l*paiJ

1. &pdrSrpm*,
2, Ft'(B
t. Ard6

-ttW*irxrr
f P*rtt!

.t- &plr8*p*er
2. rffff
3. &+
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Pengertian
sistem dan Prosedur ini menjelaskan kegiatan penyetoran
kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pdak langsung ke
rekeningBUD/Kas Da"erah di Bank
Pihak-pihak yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dararn pelaksanaa.n sistem dan
prosedrrrini adalatr:
U wajib Pdak;
2l Bendahara Umrrrn Daerah/Kas Daerah;
3) Bendatrara Penerirnaan /BI<P;
4) Fungsi Akuntansi;
5) Sub Bidang Perhitrrngan dan Penetapan; dan
6) Sub Bidang Penagrhan.
Prosedur
1) Kas Daerah/Bank menerima setoran uang p4iak daera-h

dari WP disertai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) dan media penyetoran Sr.rrat Setoran pajak
Daerah (SSPD) serta Bukti Setoran Bank/Slip Setorana.
SSPD dibuat rangkap 4(ernpat) dengan distribusi
sebaga.i berikut:
a) asli untuk wajib pajak;
b) tembusan masing-masing untuk Bendahara

Perrerimaan/ BKP, Subbid Pertritungan dan
Penetapan dan Subbid Penagihan ; dan

c) arsip.
2l selanjutnya setelah ssPD dan bukti setoran ba.nk/slip

setoran dan dicap oleh pihak bank, BUD/Kas Da"era}
rnenyerahkan asli dari ssPD dan Butr*i setoran
Bank/S1ip Setoran kepada wajib p4iak. Sedangkan
ternbtrsan disarnpaikan kepada pihak yarrg terkait,
khusrrs r-rntrrk Bendahara Penerimaan/BKp dilampiri
Bukti Setoran Eank/Slip Setoran".

3) Berdasarkan media penyetoran tSSpD) dan Bukti
Setoran Bank/ Slip Setora.n yarag telah dicap oletr
BUD/Kas Daerah, Bendatrarapenerlrrn;aan/ BKp
mencatat setoran tersebut dalarn Buku Penerirnaan
da-r: Penyetoran dan Register STS/SSPD. Buku
Pernbantu Penerima^an dan Penyetoran dibuat rangkap
4 (ernpat) dengan distribusi sebagai berikut:
a) asli sebagai arsip; dan
b) ternbusan rnasing-masing r.rntuk Fungsi

Akuntansi, Sub Bidang Perhitungan dan penetapan.
c) arsip

4l Bendahara Penerirnaan/BKP seca.ra periodik (bulanan)
rnembtrat Laporan Pertanggungiawaban (LpJ)
Adrninistratif kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
dan LPJ F-ungsional yang ditanda tangani oleh Kepala
Bada-rr Pendapatan Daerah. LPJ Fungsional dibuat
rangkap 3 (tiga) dengan distribusi kepada.:
a) PPKD;

b.

C.
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b) Srrb Bidang Perhitungan dan Penetapan;

c) Sub Bid Penagihan;
d) Bidang Pernbukuan dan Pelaporan; dan

eJ ArsiP-
d. Formulir dan Daftar yang Digunakan

Formrrlir darr daftar/bukrr yang d.igunakan a:rtara lain:

1) Tanda bukti Penerirnaarl;
2l sTS;
3) Register STS;
4l Register TBP;
5) LPJ Adrninistratif; dan
6) Rekapitrrlasi penerimaan harian'

LANGKAH_LANGKAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PAJAK DAERAH

Langkah 1

Langkar;. 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Wajib Pqiak data.ng ke Kantor Badan Pendapatan
Wajib Pqiak rnasuk loket 1 rnenyerahkan
blanko/forrnulir dan mengisi syarat Pendaftaran
w4iib p4iak (lMalsfu yang diperlukan antara 1-5
menit)
Kemudian Wajib Paiak rnasuk loket 2 data
kelengkapan WP diverifikasi (Waf<ttr yang
diperlukan antara 1-5 menit)
Wajib Padak rnasr.k loket 3 Data wajib pqiak
diinprrt kernudian petugas rnenyeralrkan bukti
pernbayaran (Waktu yang diperlukan amtara 1 - 5
rnenit)
Wajib Pajak rnasuk loket 4 yaitu menyetorkan
jurnlah pajak yang telah ditetapkan.
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